
 

 

 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

   NOMOR 81 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
Menimbang  : a bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 

analisis standar belanja dan standar harga satuan 

regional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan analisis standar belanja 

dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 
 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar 

belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya 

untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan 

secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan:  
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun 

Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja 

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5165): 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322): 
 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016 tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum; 
 

  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 



3 

 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
 

  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2015 Nomor 9); 
 

  14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15); 
 

  15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 9); 
 

  16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung 

(Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 51). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 

KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD  adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, 

adalah standar yang digunakan untuk menganalisa 

kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD untuk satu tahun 

anggaran. 
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5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan 

berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian 

Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing 

Perangkat Daerah. 

 

BAB II 

ASB 

Pasal 2 

 

(1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman PD dalam 

menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan  

Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, 

Volume dan Unit dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran. 

(2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas  dan akuntabilitas anggaran belanja   

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan 

pembakuan aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincinan 

Komponen, Volume dan Unit. 

(3) ASB terdiri atas: 

a. Konstruksi; dan 

b. Non Konstruksi. 

(4) Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, 

Volume dan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah. 

(5) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) ASB  Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan 

oleh PD belum terakomodir dalam peraturan ini, Kepala PD 

mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip 

efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Analisa Standar Belanja (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bandung. 

  
  

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 26 Juni 2020 

 
 BUPATI BANDUNG, 

 ttd 
  

  
 DADANG M. NASER 

  
 
Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal 26 Juni 2020 
 

 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

                  ttd  
  
  

   TEDDY KUSDIANA  
  

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 81 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19740717 199803 1 003 

 


